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BUPATI MUNA

bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga menyebapkan pergeseran antar
kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang menyebapkan Sisa Lebih pada Tahun
Anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran
2023, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomro 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (L.embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan, Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undanga-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 6856);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan
Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4070);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah
antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangka Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimna telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrati{
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 416);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walokota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Kegiatan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walokota dan Wakil Walikota
(Berita negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Pepublik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evalaluasi Pembangunan daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosialyang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan,
Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana
Reboisasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana
Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muna (Lembaran
daerah Kabupaten Muna Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 (Berita Dacrah
Kabupaten Muna Tahun 2022 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp.
1.291.861.590.727 bertambah Rp 59.456.960.782. sehingga menjadi Rp. 1.351.318.551.509 dengan rincian

sebagai berikut:
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1.287.007.856.853,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (48.655.163.418).00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.238.352.693.435,00

2. Belanja
a. Semula Rp. 1.260.789.612.027,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 61.317.853.164.00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.322.107.465.191,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan
1. Semula

Defisit setelah Perubahan Rp. (83.754.771.756,00)

Rp. 4.853.733.874,00

2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 108.112.124.200.00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 112.965.858.074,00




b. Pengeluaran
1. Semula
2. Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
b. Pendapatan transfer sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Trasfer setelah Perubahan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah setelah Perubahan

Rp.  31.071.978.700,00
Rp. _ (1.860.892.382).00
Rp. 29.211.086.318,00
Rp. 83.754.771.756,00
Rp. 0,00
Rp. 185.530.000.000,00
Rp. (49.254.316.917).00
Rp. 136.275.683.083,00
Rp. 1.101.477.856.853,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
b. Retribusi Daerah sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(berkurang)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah:
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan

Rp. 599.153.499.00
Rp. 1.102.077.010.352,00
Rp. 0,00

Rp. 0.00

Rp. 0,00

Rp.  66.625.000.000,00
Rp.  (11.175.000.000).00
Rp.  55.450.000.000,00
Rp.  12.005.000.000,00
Rp. (2.675.000.000).,00
Rp. 9.330.000.000,00
Rp. 3.400.000.000,00
Rp. 0,00
Rp. 3.400.000.000,00
Rp. 103.500.000.000,00
Rp. (35.404.316.917).00
Rp. 68.095.683.083,00

(3) Pendapatan trasfer secbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
setelah Perubahan
b. Pendapatan Trasnfer Antar Daerah sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)

Jumlah Pendapatan Trasnfer Antar Daerah setelah Perubahan Rp.
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Pendapatan Hibah sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan
b. Dana Darurat sejumlah
a) Semula
b) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan

Rp.
Rp.

1.070.200.591.000,00
599.153.499,00

Rp.

Rp.
Rp.

1.070.799.744.499,00

31.277.265.853,00
0.00

31.277.265.853,00

c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan sejumlah
a) Semula
b) Betambah/(Berkurang)
Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan
Ketentuan perundang-undangan setelah perubahan

Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0.00
Rp. 0,00




c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemeritah Daerah;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
keadaan darurat;

e. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun
Anggaran berjalan;

f. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Antisipasi perubahan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. Yang belum dianggarkan dalam APBD selanjutnya disampaikan pada Perubahan APBD;

b. Yang belum dianggarkan pada Perubahan APBD selanjutnya disampaikan pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA)

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
ovember 2023

Diundangkan di Raha
Pada Tapggal 8 November 2023

ARIS DAERAH,

DY
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
(2/58/2023)




